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Kewarisan adat Dayak Ngaju menetapkan pembagian ahli waris berdasarkan
konsensus sebagaimana kepatuhan mereka terhadap hukum adat Tumbang Anoi 1894.
Terjadi dialektika hukum kewarisan adat Dayak Ngaju karena adanya pertentangan
sistem hukum, berlanjut dengan upaya mengambil konsep yang paling ided,
menjadikan falsafah huma betang dan belom bahadat sebagai dasar bagi penyatuan
ketiga sistem hukum yang berbeda. Fokus dalam penelitian ini mengkaji bagaimana
kewarisan adat Dayak Ngaju dan bagaimana dialektika hukum Islam, hukum adat dan
hukum perdata.

Penelitian disertasi ini adalah penelitian yuridis-empiris juga disebut sosio-
legal research atau jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian secara lapangan,
yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi di masyarakat. Peneliti
mengambil data primer dengan data sekunder dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini
penelitian kualitatif deskriftif, dengan pendekatan yuridis-sosiologis, antoprologis-
filosofis, yang menjadi sumber data adalah tindakan dari masyarakat dan tokok adat
Dayak Ngaju yang berkaitan dengan masalah objek penelitian. Subjeknya adalah
masyarakat adat Dayak Ngaju yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan
pembagian kewarisan serta tokoh dan pemangku adat Dayak Ngaju Kalimantan
Tengah.

Penelitian ini menemukan kewarisan adat Dayak Ngaju tidak ada standar
normatif, yang ada hanya adalah fakta empirik atau bersifat faktual. Tata cara itu
pertama, hukum yang dipakai mendekat kepada hukum perdata, tidak membedakan
jenis kelamin dan perbedaan agama, kedua,setiap orang yang merupakan keluarga itu
mendapatkan harta warisan dengan bagian sama. Terjadi dialektika hukum dalam
kewarisan Dayak Ngaju, secara perdata menghilangkan jenis kelamin dan perbedaan
agama, tetapi dialektika yang kedua yaitu hibah, landasan pembagiannya kompromi
ujung terakhirnya toleransi  kesepakatan. Hasil temuan yakni teori eklektisisme hukum
kewarisan adat Dayak Ngaju. Arti dasarnya adalah menggabungkan unsur-unsur sama
dan mengural unsur-unsur yang berbeda. Temuan teori eklektisisme hukum kewarisan
adat Dayak Ngaju berdasarkan dari sebuah reseps secara logika masyarakat adat Dayak
Ngaju dengan sistem kewarisan hukum perdata yang berinduk pada KUH Perdata/BW,
dan didalam tata cara pembagiannya adalah levelnya termasuk dengan subtansi
pemahaman kepada hibah.

Temuan teori eklektisisme sebagai alat pembedahnya, setelah dibedah maka ada
memperlihatkan pluralisme hukum, dimana dikatakan pluralisme hukum ini sebagai
kacamata teori dialektika. Maka kajian disertasi ini bukan kajian konsep, melainkan
kajian faktual melahirkan konsep . Temuan teori ini, dipakai oleh masyarakat adat
Dayak Ngaju dengan semangat islah dan maslahat mursalah.

Hasil temuan menjadi kaidah hukum yakni: a1 4alaall N aday aSall “Pada
dasarnya hukumnya itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat/rajih™.
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Dayak Ngaju’s traditional inheritance determined the distribution of heirs based
on consensus according to their compliance with the Tumbang Anoi customary law of
1894. There was a legal dialectic of Dayak Ngaju’s traditiona inheritance due to a
conflicting legal system, continued with efforts to take the most ideal concept, making
the philosophy of huma betang and belom bahadat as the basis for the unification of the
three different legal systems. This study focused on how Dayak Ngaju’s traditional
inheritance was and how the dialectic of Islamic law, customary law, and civil law
were.

This dissertation research was juridical-empirical research which was also
called socio-legal research or a type of sociological legal research, namely field
research, which examined the applicable legal provisions that had occurred in society.
The researcher took primary data with secondary data and other legal materials. This
research was descriptive qualitative research, with a juridical-sociological,
anthropol ogical -philosophical approach, where the data sources were the actions of the
Dayak Ngaju community and traditional leaders that related to the problem of the
research object. The subjects were Dayak Ngaju indigenous people who were directly
or indirectly involved with the distribution of inheritance as well as the Dayak Ngaju
traditional leaders and holders of Central Kalimantan.

This study found that there was no normative standard for Dayak Ngau’s
traditional inheritance, only empirical or factual facts. The procedure was first, the law
used was closer to civil law, did not discriminate between gender and religious
differences, second, everyone who was a member of the family got the inheritance with
the same share. There was a legal diaectic in the inheritance of Dayak Ngaju, civilly
eliminating gender and religious differences, but the second dialectic was a grant, the
basis for distribution was compromised and the end was tolerance of agreement. The
findings were the theory of eclecticism of Dayak Ngaju customary inheritance law. Its
basic meaning was to combine the same elements and break down the different
elements. The findings of the eclecticism theory of Dayak Ngaju customary inheritance
law were based on a logical reception of Dayak Ngaju indigenous people with a civil
law inheritance system which was based on the Civil Code/BW, and in the distribution
procedure, the level included the substance of understanding to grants.

The findings of eclecticism theory as a surgical tool, after being discussed,
showed legal pluralism, where it was said that legal pluralism was the glasses of
dialectical theory. So, this dissertation study was not a concept study, but a factual
study that gave birth to a concept. The findings of this theory were used by Dayak
Ngaju indigenous people with the spirit of idah and maslahat mursalah.

The findings become legal rules, namely: 4salll dalaall N adsy asal)
“Basically, the law follows the one that provides more benefit / rajih”.
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